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BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR Ik TAHUN2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN

KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat 1.

2.

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Buton Utara perlu melakukan pemberdayaan
terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu
memberikan pendelegasian kewenangan pelaksanaan
Izin Usaha Mil^o dan Kecil Kepada Camat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat
di Kabupaten Buton Utara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN
KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Buton Utara.

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur

! dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
I Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
I berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

- i atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

I maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
^ Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20
I Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
; 6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yeing selanjutnya disingkat
: dengan lUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang
I atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin
' usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

I 7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah keija
Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

8. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi
pemerintah terendah langsung di bawah camat dan
tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
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9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i

BABn

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

' (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
memberikan landasan hukum bagi Camat dalam

! pelaksanaan pemberian lUMK.
; (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
melalui pemberian izin kepada pelaku usaha mikro dan
kecil secara sederhana, dengan kemudahan akses
dalam pelayanan serta mendekatkan pelayansin terpadu
satu pintu.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati Mendelegasikan Kewenangannya Kepada Camat
Sebagai Pelaksana lUMK

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 4

' (1) Setiap pemohon yang mengajukan permohonan lUMK,
harus memiliki izin gangguan yang penyesuaian dan
komponen tarifnya sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

(2) Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut

^ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.
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Diundangkan di Buranga
Pada tanggal (;i - ^ - 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BUTQN UTARA,

H. HADO HASINJ

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR \ Cf

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 13. -5 ^2016

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN


